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LA PORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor: ooo57/2.111o„K/11/1915-1prl¢024

Kepada Yth:
Ketua Komisi PemiLihan Umum Kabupaten Tuban

Calfupan

Kami  teLah  melakukan  perikatan  dengan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Tuban  berdasarkan
kontrak Nomor 104/KU.032AIONTRAK-PPI{/3523/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan
kkeyakinan  memadai  dan  memberikan  keslmpuLan  terhadap  kepatuhan  Laporan  Dana  Kampanye
Pasangan  Calon  Bupati  dan Wakil Bupati  (Pasangan  Calon)  Rlyadi,  S.Hty  M.KP dan Waft Abdul  Roeyrid
untuk periode 20 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-
uundanganterkaltpelaporanDanaKampanye,yaitu:

1.  Undang-Undang Nomor 1 Tchun 2015 tentang Penetapan.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1  Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lemharan Negara Republik Indonesla Taliun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagainam telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Taliun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum tl'KPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihaan
Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil BupatL Serta Walikota dan Wakil Walikota;

3.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahuri 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana. Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil  Bupati, Serta
Walikota dan Wakil WaLlkota;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagal "Peraturan Dana
Kanpanye".

[[nformasl Hal Pokok

BBerdasarkan  ketentuan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  14  Taliun  2024  Laporan  Dana
Kampanye Pasangan Calon Riyadi, S.H„ M.KP dan Waft Abdul Roqrid terdiri dari:

1.  Laporan Awal Dana Kampallye (LADK) adalah pembukuan yarig memuat informasi Rekening Khusus
Damn   Kampanye,   sumber   perolehan   saldo   awal   atau   saldo   petnbukaan,   rincian   perhitungan
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye,
dan  penerlmaan  sumbangan  yang  bersumber  dari  pasangan  Calon  dan/atau  Partal  Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemllu sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum penyampalan I.ADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

2.  Laporan  Pemberi Sumbangan  Dana Kampanye  (LPSDK)  adalah pembukuan yalig memuat seluruh
penerimaan yang diterima Pasangan calDn setelah LADK disampaikan sampai dengan 1  (satu) hari
sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban; dan
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3.  Laporan Penerimaan  dan Pengelunran Dana Kampanye 0.PPDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai 1 (satu) hart setelah penutupan
pembukaan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam  Perikatan Asurans  ini adalall  Peraturan  Komisi Pemillhan Umum
Nomor 14 tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Riyadi,
S.H„  M.KP  dan  Wafi  Abdul  Rosyid  dalam  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye.  Kriteria  yang wajib
dipatuhi oleh Pasangan Calon RIyadi, S.H., M.KP dan Wafi Abdul Rosyid da]am menyusun Laporan Dana
Kampanye adalah :

1.  Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDxp
a.  Pembukaan, Pasa] 12 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1)   ayat  (1),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  atau  Gabungan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang

mengusulkan Pasangan  Calon dan  Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada
Bank Umum.

2)   ayat (2), RKDK dibuka atas nana Pasangan Calon dan texpisah dari rekening pribadi Pasangan
Calon

3)   ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Po]itik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politlk Peserta Pemilu yang mengusu]kan Pasangan Calon dilakukan beTsama
oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partal Po]!tik Peserta Pemilu dan salah satu
calon dari Pasangan Calon.

4)   ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka  oleh  Pasangan  Calon  Perseorangan
dilakuhan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan

5)   ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui kctentuan F]embukaan RKDK yaitu
sejak pendaftaran Pasangan Ca]on sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kanpanye dimulai

6)   ayat  (9),  Partai  Politik  Peserta  Pem]lu  atau  Gabungan   Partai  Politik  Peserta  Pemi]u  yang
mengusulkan  Pasangan  Calon  sebelum  membuka  RKDK  membuat  permohonan  pengantar
pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemlllhan Bupatl dan wakll Bupati atau Wallkota dan
Wakil Walikota.

7)   Pasal 13 ayat (1), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang
diterbitkan  oleh  KPU   PTiovinsi  untuk  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakll  Gubernur  dan  KPU
Kabupaten/KDta untuk Pemilihan Bupati dan Wakll Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

8)   Pasal  14 ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan
tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampal dengan 30 friga Puluh) Hari
sebelum  hari  pemungutan  suara,  Pasangan  Ca]on  pengganti  me]akukan  pembaharunn  RKDK
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsl
untuk  Pemilihan  Gubemur  dan  Wakil  Gubemur  dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk  Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakll Walikota

9)   Pasal 14 ayat (2), Dalam hal terdapat pasangan calon yang ditetapkan berdasarkan:
a) Putusan Bawaslu,
b) Putusan Pengadilan yang telah  berkekuatan hukum tetap. Yang melewati tanggal penetapan
Pasangan   Calon  sebagaimana   diatur  dalam   Peraturan   KPU   tentang  tahapan  dan  jadwal
penyelenggaraan  Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3  (tiga)  Hari
keria setelah ditetapkan sebagal Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemfllhan Bupatl dan Waldl Bupati atau
WaLikota dan Wakil Walikl]ta
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b.  Pengelolaan, Pasal 13 PKPu nomor l4tahun 2024:    '
1) ayat (7), Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampalkan suTat

penunjukan  pengelola  RKDK  kepada  KPU  Provinsi  untuk  Pemilihan  Gubemur  dan  Waki]
Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemllihan Bupatl dan Wakll Bupati serta Walikota
dan Wakll Walikota

c.    Pe]aporan, PKPu nomor 14 tahun 2024:
1)   Pasal 13 ayat (4), Pall:ai Politik atau Gabungan Partal Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan

Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan me]aporkan hanya 1 {satu) nomor RKDK
2)   Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajlb ditempatkan pada

RKDK terlebih dahulu sebe]um digunakan untuk keglatan Kampanye Pemilu.

d.  Penutupan, Pasal 15 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1)   ayat  [3),  Penutupan  RKDK dilakukan  paling  lambat 2  (dua)  Hari  setelah  nasa  Kampanye

berakhir.
2)   ayat  (5),   Penutupan   Rekening  Khusus   Dana   Kampanye  wajib  dlbuktikan   dengan  surat

pernyataan dari Bank Umum; dan
3)   ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pemyataan penufupan RKDK dari Bank

Umum paling lambat 2 {dua) Hari setelah nasa Kampanye berakhlr.

2,  Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a.   Muatan lnformasi, Pasal 26 PKPU nomor 14 tahun 2024, yang memuat informasi:
1)   ayat (1) Pasangan Calon Menyusun LADK yang memuat informasi;

a)    RKDK;
b)   Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
c)    Sa]do awal pembukuan yang merupakan  sisa  sa]do hasil  penerimaan  sumbangan dan

pengeharan untuk kegiatan kampanye apabi]a diterima sebelum periods pembukuan;
d)   Catatan  penerimaan  dan  pengeluaran  Pasangan  Calon termasuk sebelum  pembLhaan

RKDK;
e)   NPwp masing-masing pasangan calon;
I)    Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungiawabkan.

2)   ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oLeh Pasangan Calon.

b.  Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1)  ayat (2), Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu setelah pasangan calon ditetapkan

sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hart sebelum penyampaian LADK.
2)  ayat  (3),  Dalam  hal  Pasangan  Calon  tidak  membuka  RKDK  pada  waktu  yang  ditentukan,

pembukuan  lADK  dimulai  sejak  penetapan  Pasangan  Calon  sampal  dengan  1  (satu)  Hari
sebelum wakeu Penyampaian LADK.

c.   Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1)  ayat (2), Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetaphan

yaitu 1 (satu) Hari sebe]um hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

2)  ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK
yang diunggah me)alul Sikadeka.
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3)  ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka IADK perbalkan disampaikan olch Pasangan Calon
dan Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 3 a]ari)
Hari sejak menerima tanda pengembalian  dan berita acara basil  pencermatan  dari  Komisi
Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4)  Pasal 27 ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
a) berhalangan tetap se].ak penetapan Pasangan Calon sampai dengan  1  (satu)  Hard sebelum

masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah setelah
ditetapkanPasanganCalonpengganti/baruolehKPUProvinsiuntukpemilihangubernurdan
wakil  gubernur dan  KPU  Kabupaten/Rota untuk pemilihan  bupati  dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota

b) berhalangan tetap setelah dimulainya nasa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari
sebelumharipemungutansuaramakaLADKdilakukanpembaharuandandlsampaikanpaling
lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi
untck pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

5)  Pasal 27 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
a)  putusan  Bawaslu  Provinsl  untuk  pemilinan  gubemur  dan  wakil  gubemur  dan  putusan

Bawaslu Kabupaten/Koca untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota; atau

b) putusan   pengadilan   yang   telah   berkekuatan   hukum   tetap   yang   melewati   tanggal
penyampaian LADK sebagalmana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampalkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak dltetapkan
sebagaiPasanganCalonolehKPUProvinsiuntukpemilihangubemurdanwakilgubemurdan
KPU  Kabupaten/Kota  untuk  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  atau  walikota  dan  wakil
walikota.

6)  Pasal 26 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilthan Umum, Kolmsi Pemilihan Umum
Provinsi,  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  sesual  dengan  tingkatannya,  yang
dllengkapi dengan:
a)  Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c)  Formullr 3, Laporan Aktivltas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e)  Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimann dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
f)   Formulir 6, Surat Pemyataan Tanggung jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
g)  Salinan dan Rekening Koran Rekenlng Khusus Dana Kampanye,. dan
h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atan Gabungan Partai Politik;
i)   Surat Pernyataan Penyumbang dart Perseorangan;
j)   Surat Pernyataan Penyumbang dart Badan Hukum Swasta; dan
k) Bukti-bum transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

7)  Pasal  31  ayat  (3),  apabila  LADK  yang  disampaikan  oleh  Pasangan  Calon  dikembalikan  oleh
Komisi Pemilinan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemi]ihan Umum
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Pasangan Calon waj ib melengkapi dan/atau
memperbaikidokumenLADKdimaksuddenganLADKperbaikanyangyangterdiriatas:
a)  Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
b) Formulir 2, Dafter Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c)  Formu]ir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
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e)  Formuli,r 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode
Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (RADIO;

0  Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung |awab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
a)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
h)  Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
i)   Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
i)   Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
k)  Bukti-bulti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3.  Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a.   Muatan lnformasi Pasal 28 PKPU nomor 14 tahun 2024, LPSDK memuat informasi:
2) Pasangan Calon Menyusun LADK yang memuat informasi;

Rekening Koran Dana Kampanye (RKDK)
|umlah sumbangan Dana Kampanye
Catatan penerimaaan Pasangan Calon
I dentitas penyumbang
NPWP masing-masing Pasangan Calon
Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
Surat pemyataan penyumbangan

2)  ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b.  Periode Pembukuan, Pasal 28 nomor 14 tahun 2024:
1)  ayat  (3),  Pasangan  Calon  mematuhi  periode  pembukuan  LPSDK yaitu  dimulal  1  (satu)  Hari

setelah  penutupan  pembukuan  LADK  sampai  dengan  1  (satu)  Hari  sebelum  penyampalan
LPSDK.

c.   Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 32 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1)   ayat  (2),  Pasangan  Calon  menyampaikan  LPSDK  sesuai  dengan  jadwal  sebagaimana  yang

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisl Pemlllhan Umum, paling lambat puku[ 23.59
waktu setempat.

2)   ayat  (2),  Pasangan  Calon  menyampaikan  LPSDK  dengan  mengirimkan  data  dan  dokumen
LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka

3)   Pasal  31  ayat  (4),  Apabila  terdapat  perbaikan,  maka  LPSDK  perbaikan  disampaikan  oleh
Pasangan Calon kepada Komisi Pemillhan Umum melalul Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari
sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara liasil pencermatan pencermatan dari Komisi
Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat pukul
2 3.59 waktu setempat

4)   Pasal 29 ayat (1), Dalam hal sa]ah satu caLon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
a) berhalangan tetap  sejak penetapan  Pasangan  Calon sampai  dengan  1  (satu)  Hart  sebelum

LPSDK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemi]ihan gubernur dan
wakil  gubernur dan  Komisi  Pemilihan  UmLim  Kabupaten/Kota  untuk pemilihan  bupati  dan
wakil bupati atau walikota dan waki] walikota maka LPSDK disampalkan paling lambat 3 (tiga)
Hart   setelah  dltetapkan   Pasangan  Calon  pengganti/baru  oleh   Komisi  Pemilihan  Umum
Provinsi  untuk  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubemur  dan   Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
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b) berhalangan tetap setelah LPSDK dlsampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum
hari pemungutan suara maka LPSI)K dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat
3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh Komisi Pemi]ihan Umum
Pi.ovinsi  untuk  pemilihan  gubemur  dan  wakil  gubemur  dan   Komisi   Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota untuk F]emilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan waki) walikota.

5)   Pasal 29 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
a)  putusan  Bawas]u  Provinsi  untuk  pemilihan  gubernur  dan  wakll  gubernur  dan  putusan

Bawaslu Kabupaten/Kota untuk plrmilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota; atau

b) putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap, yang melewatl tanggal penyampaian
LPSDK sebagaimana diatur daLam Peraturan Komisi PemiLlhan Umum  tentang tahapan dan
jadwal  penyelenggaraan  Pemilihan,  LPSDK  disampaikan  paling  lambat  3  (tiga)  Hari  sejak
ditetapkan sebagal Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan
gubeTnur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemillhan
bupati dan wakil bupati atau waLikota dan wakil walikota.

6)  Pasal  32 ayat  (2),  Penyerahan  LPSDK kepada Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi afau  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapl dengan:

a)  Formulir 1 laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK);
b) Formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;
c)  Formulir  3  surat  pemyataan  tanggung  jawab  atas  laporan  penerimaan  sumbangan  dana
Kampanye (LPSDxp ;

d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Fthusus Dana Kalnpanye;
e)  Surat Pernyataan Penyumbang dari Partal Politik atau Gabungan Partai Politik;
f)  Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;
g)  Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
h) Bukti-buwh transaksi penerimaan.

7)  Pasal 45  ayat [3), Apabila LPSDK yang disampaikan  Pasangan  Calon diberikan tanda terima
perbaikanolehKomislPemilihanUmumProvinsiuntukpemilihangubemurdanwakilgubernur
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemillhan bupati dan wakil bLipati atau
wa]ikota dan wakil wallkota maka Pasangan Calon wajib me]engkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LPSDK terdiri atas:

a)  Formulir 1 laporali penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) Perbaikan;
b) Formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye;
c)  Formulir  3  surat  pernyataan  tanggung  jawab  atas  laporan  penerimaan  mmbangan  dam

Kampanye (LPSDxp;
d)  Sallnan dan Rekening Koran Rekenlng Khusus Dana Kampanye;
e)  Surat Pernyataan Penyumbang dari Partal Politik atau Gabungan Partai Politik;
f)  Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
g)  Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
h) Bukti-bukti transaksi penerimaan.

4.  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye qppDK)

a.   Muatan lnformasl, Pasal 30 PKPU nomor 14 taliun 2024, Pasangan Calon menyusun LPPDK yang
memuat informasi:

1)  Ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a)  RKDK;
b) Saldo awal atau sa]do pembukaan dan sumber perolehan;
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c)  SaLdo  awal  pembukuan  yang  merupakan  sisa  saldo  hasil  penerimaan   sumbangan  dan
penge]uaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e)  NPWP masing-masing Pasangan Calon;
f) Buhi pengeluaran yang dapat dip ertanggungjawabkan; dan
g)  Saldo akhir pada saat penutupan RKDK;

2)  ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b.  Periode Pembukuan, Pasal 30 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) ayst (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimu]ai sejak 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

c.   Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1)  ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimlcan data dan dokumen LPPDK
yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah nasa Kampanye berakhir,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

2)  ayat  (5), Apabila  LPPDK yang disampaikan  Pasangan Calon  dlberikan  tanda  perbaikan  oleh
Komisi Pemflihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur dan Komisi
Pemillhan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakll Bupatl atau Walikota dan
Wakil  Walikota  maka  Pasangan  Calon  wajib  me]engkapi  dan/atau  memperbaiki  dokumen
LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara
basil I)encermatan dari Komisi F'emflihan Umum Provinsi untuk PemiLihan Gubemur dan Wakil
Gubernur dan  Komisi  Peniilihan  Umum  Kabupaten/Kota untuk  Pemilihan  Bupati  dan Waki]
Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

3)  Pasal  30  ayat  (4),  Penyampaian  LPPDK  Pasangan  Calon  dilampiri  dengan  LADK  atau  LADK
Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan selfa dilengkapi dengan:
a)  Formulir 1, Laporan Penerlmaan dan Pengeluara Dana Kampanye (LPPDK);
b)  FDrmulir 2, Daftar Penerlmaan Sumbangan Dana Kampanye;
c)  Formulir 3, Laporan Aktlvitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e)  Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode

Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
f]   Fomiulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan PengeJuaran DarLa Kampanye;
g)  Sallnan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h) Surat  Pemyataan  dari  Bank  Umum  yang  menyatakan  bahwa  rekening  Pasangan  Calon

bersangkutan telah ditutup; dan
i)   Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
i)   Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;
k)  Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
I)   Bukti-buhi transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

4)  Pasal 33 ayat (4), Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terina
perbaikan    oleh    Komisl    Pemillhan    Umum    Provinsi    atau    Komisi    Pemilihan    Umum
Kabupaten/Rota,  maka  Pasangan  Calon  wajib  melengkapi  dan/atau  memperbaiki  dokumen
LPPDK terdiri atas:
a)  Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluara Dana Kampanye (LPPDK) Pet.balkan;
b)  Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c)  Formulil. 3, Laporan Akeivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
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d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e)  Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kanpanye Sebelum Periode

Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
f)   Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengelua].an Dana Kampanye;
g)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h) Surat  Pemyataan  dari  Bank  Umum  yang  menyatakan  bahwa  rekening  Pasangan  Calon

bersangkutan telah ditutup; dan
i)   Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Pcilitik atau Gabungan Partal Polltik;
j)   Surat pemyataan penyumbang dari perseorangan;
k)  Surat Pernyafaan Penyumbang darl Badan Hukum Swasta; dan
I)   Bukti-bukei transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

d.  Sumber/K]asifikasi dan ldentitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun
2024:

1)  Pasa] 6 ayat (1), Damn Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partal Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
a)  sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Po]itik Peserta Pemilu

yang mengusu]kan Pasangan CaLon;
b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
c)  sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau

badan hukum swasta
2)   Pasal 6 ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:

a)  Sumbangan Pasangan CaLon; dan/atau
b) Surnbangan  pihck  laln  yang  tidak  mengikat.  yang  me]iputi  sumbangan   perseorangan

dan/atau badan hukum swasta.
3)   Pasal 6 ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus Lengkapi dengan informasi identitas yang

jelas.
4)   Pasal  6 ayat (6)  Penggunaan  dan  pengelolaan  alokasl  Dana  Kampanye yang diperoleh dari

anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  pada  bagian  anggaran  KPU  Provinsi  atau  KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsl atau KPU Kabupaten/Kota.

5)   Pasal  8  ayat  (1),  Sumbangan  dari  pihak  lain  harus  dilengkapi  dengan  surat  pemyataan
penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.

6)   Pasal 8 ayat (2), Sumbangan yangberasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta
wajib di]ampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

7)   PasaL 11 ayat (3) dan (4), memuat inforTnasi terdiri:
a)  Penerimaan sumbangan Dana  Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana

dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
b)  Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari balik yang bersangkutan;
c)  Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tonal pada bank, disertai dengan

surat pernyataan penyumbang

e.   Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 21 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1)   ayat  (4),  Pasangan  Calon  mencatat  dan  melaporkan  seluruh  sumbangan  (mencakup  uang,
barang,  dan/atau  jasa  yang  dikonversikan  dengan  nilai  uang,  termasuk  utang  dan  diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksl jual bell secara unum)
yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
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2)   ayat (6). Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukunn keuangan pribadi Pasangan
Calon/pengurus/anggota /persone) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta PemiLu yang mengusulkan Pasangan CalDn.

3)   ayat  (1),  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  atau  Gabungan  Partai  Politik   Peserta  Pemilu  dapat
menerima sumbangan Dana Kampanye dart Parfai Politik PeseTta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.

4)   ayat  (3),  Partai  Po]itik  Peserta  Pemilu  atau  Gabungan  Paltai  Politik  Peselta  Pemilu  wajib
mencatat penerimaan sumbangan dalan pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib
menyampaikan  pembukuan  penerimaan  Dana   Kampanye  kepada  Pasangan  Calon  untuk
dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.

5)   Pasal 11 ayat (2), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

f.   Batasan/Kesesuaian Sunbangan, sebagaimana dlatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024 Pasal 9
ayat  (1)  dan  (2),  Pasangan  Calon  mematuhi jumlah  penerimaan  sumbangan  (mencakup  uang,
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian
barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksl jual bell secara umum) yang duaporkan
dalam I.ADK dan LPPDK tidak meleblhl jumlah di bawah ini:

1)  Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
2)  Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau

badan usaha non pemerintah.

9.  Sumbangan yang dilarang, Pasal 73 PKPU nomor 14 tahun  2024, Pasangan Calon yang dilarang
menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

1)  Negara aslng, lembaga swa;ta asing, lembaga asing dan warga negara asing;
2)  Penyumbang atau pemberl bantuan yang tidak je]as identitasnya;
3)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
4)  Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan

lain swadaya masyarakat.

h.  Sumbangan yang melebihi ketentuan, Pasal 9 ayat (7) PKPU nomor 14 tah¥n 2024, Pasangan Calon
perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Pesetta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi
ketentunn berikut:

1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksnd;
2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
3)  menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah

nasa Kampanye berakhir.
4) Wajib menyerahkan  bukti setoran ke kas Negara kepada  Komisi Pemilihan  Umum   Provinsi

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dan Komisi PemiLihan Umum Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Bupati dan Waldl Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14
(empat belas) Hari seteLch nasa Kampanye berakhir.
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i.   Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 18 PRTU notnor 14 tahun 2024:

1) Ayat  (1),  Komfsi  Pemilihan  Umum  Provinsi  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  RIbupaten/Kofa
menetapkan     pembatasan     pengeluaran     Dana     Kampanye     Pasangan     Calon     dengan
memperhitun8kan:
a) pemtiiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran 7asa);
b) pembayaran hutang; dan
c)  penge]uaran lain-lain, yang dinflat berdasarfan harga pasar yang wajar

2)  ayat (7), Setiap diskon pembel]an barang yang meleblhl batas kewa|aran |ual bell yang ber`laki
secara umum, dipetlakukan ketentuan sumbangan.

3)  Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat selunh pengeluaran b6rupa uang, barang,
dan/atau  jasa  dalam  pembukuan  khusus  Dana  Kampanye  dan  terpisal]  dart  pembumian
keuangan  prihadl  Pasangan  Ca]on  dan  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  yang
mengusulhan Pasangan Calon.

4)  Pasal 21 ayat (5), Pembukun sehagalmana dimaksud mencakup informasi teTtang bentuk dan
|umlah pengeluaran dlseltai bu" penge]uaran yang dapat dipertanggungjawabkan

5)  Pasal   18  ayat   (8),   Dana  Kampalrye   dilarang  digunahan  untuk  membiayal   saksi  dalam
pemungLitan dan penghitungan suara

6)  Pasal 83 ayat (1) dan (2), Pasangan Calon yang me]anggar kctentuan pembatasan pengeluaran
Dana  Kampanye,  Pasangan  Calon  wajlb  mengemba]ikan  kelebihan  ke  has  negara  se)umlah
kelebihan pengelunran.

Keterfutasan Lqurm

Kami me]aksanakan prosedur dan pemeralehan buktl yang retevan dan terbatas pada lnforlnasl yang
tertuang pada Laporan Dana Kampahye yang dlsampaikan kepada kani oleh Pasangan Calon RIyady S.H.,
M.KP dan Waft Abdut Rosyid Pada suatu pelaksanaan Perlkatan Asurans, terdapat keterbatasan yang
melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang di]akukan lnemungkinkan adanya kegagalan dalam
mendeteksi ketldalq]anthan dan kecunngan yang tetjadL Terdapat keterbatasan slfat saat, Iingivp,
raga[n,dankarakerlstikyangmelekatpadasumberdanasebagalasalusulDanaKampanye,sehinggaada
kemungkinan  Dana  Kampanye  tidak  tercakup  secara  menyeluruh  dalam  laporan  Dana  Kampanye
tersebut. PemeTiksaan kani jugr terbatas hanya pada dokumen dan/atau infoiinasi yang diserahkan
dan/atau dlsedfalcan o]eh Pasangan Calon Riyadi, S,H., M.KP dan Waft Abdul Rosyid, sehingga kaml tidak
melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diunghaphan di dalam laporan. Kami tidak memberikan

penentuan legal atas kepatuhan  Pasangan Calon RfyadL SH.,  MKP dan Waft Abdul Rosyld terhadap
peraturan perimdang-undangan )rang re]evan dengan Laporan Dana Kinpanye.
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Tanggt]ng]awabPasanganCalonrtymdl,S.H.,MJ(PdanWafiAtrdtl]Rosyld

Pasangan CaLon RIyadL S.H., M.KP dan Waft Abdul Rosyid bertanggung].awab atas penyusunan I.aporan
Dana  Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak`L Tanggung |awab
tersebut jnga mencakup penerapan metode penuaian, asumsi, dan perkiraan yang dlgunakan dalam
[aporan,  serta  perancangan,  imp)ementasl,  pemellharaan  sistem,  dan  proses  yang  relevan  untuk

penyusunan faporan.  Pasangan Calon Riyadi, S.Itv M.KP dan Waft Abdul Roryid jnga bertanggting jawab
atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkalt Dana Kampanye, sebagaimana yang
telah dinyatakan dalan Asersi Laporan Penerlmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon
RIyadi, S.H., M.KP dan Waft Abdu] Rosyid terrfuggal 24 November 2024.

Tangg.Lpg|awabAhaintanPubllk

Tanggung jawab kami, Akuntan Publi]L adalah unt`ik menyatckan simpulan berupa pendapat dengan
keyathan memadai tethadap I.aporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang
kaml Lakukan dan bukti-buhi yang kami peroleh Kami melakukan perlkatan lni berdasarfan Standar
Perlkatan  Asuraus  3000  (Revisl  2022):  `Perikatan  Asuraus  selain  Audit  atau  Reviu  atas  lnformasi
Keuangan   Historis-   yang   dttetapkan   oleh   lnstitut  Aktintan   Publlk   Indonesia.   Standar   tersebut
mewajibkan  kami  untuk memenuhi  ketentuan  Standar  Pengendalian  Mutu  1  dan  Kede  Etik  Profesi
Akuntan Publik terlnasuk persyaratan lndependeusl bag semua personel yang terllbat dalam Perikatan
AsuTans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan I]erikatan
Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Selunih  personel  profeslonal  kami  meTniliki  kompetensl  dan  pengalaman  yang  diperlukan  da]am
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesual dengan pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan imf se]ama 15 aina belas) hard kalender terhitiing sejak
kamimenerinahaporanDanaKampanyeI.aporanDanaKanpanyePasanganCalonRIyadi,S.I1.,M.KPdan
Waft Abdul Rosyld dart Komisi Pemilihan Umtim Kabupaten Tuban.

Slmpulan

Menurutopinifami,AserslPasanganCalonRfyadi,S.ELM.KPdanWanAbdulRosylddalamLaporanDana
Kampanye tersebut di alas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap krlteria sebagalmana
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmLim Nomor 14 tahun 2024.
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Pembatasan Penggtlnaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam mefakukan Perikatan Asurans lni hanya kepada Kc.misj Pemi)ihan Umum
KabupatenTubandansesuaidenganSul`atPerianjianKontrakyangtelahdisepakati.0lehkarena]tukami
tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh plhak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Drs. Arief H.P. & Rekam

Partnel.
Nomor Register AP.1915
10 Desember 2024
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F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 

 
ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

1. Nama :  RIYADI , S.H., M.KP. 

Alamat :  Dsn. Maibit Wetan RT 03 RW 01 Ds. Maibit Kec. Rengel 

Nomor Induk Kependudukan :  3523142411710001 

Jabatan :  Calon Bupati 
 

2. Nama :  WAFI ABDUL ROSYID 

Alamat :  Jl. Sumur Gempol No. 77 RT 03 RW 02 Kel. Kingking Kec. Tuban 

Nomor Induk Kependudukan :  3523162908960002 

Jabatan :  Calon Wakil Bupati 
 

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- 
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut: 

 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka 
RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon 
dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. 

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan KPU Nomor 14 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota dan 
Wakil Walikota 

Patuh 

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak 
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) 
Hari sebelum masa Kampanye dimulai. 

Pasal 12 ayat (7) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 
RKDK kepada KPU Kabupaten. 

Pasal 13 ayat (4) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

2. Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang 
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. 

Pasal 11 ayat (2) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 
(dua) Hari setelah masa kampanye berakhir. 

Pasal 15 ayat (3) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 
rekening khusus dana kampanye dari bank umum 
kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari 
setelah masa Kampanye. 

Pasal 15 ayat (6) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 
perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil 
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan 
Kampanye apabila diterima sebelum periode 
pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon 
termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan 
Calon; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 26 ayat (1) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota. 

Patuh 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang 
dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) 
Hari sebelum waktu penyampaian LADK. 

Pasal 26 ayat (2) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

  b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari 
pembukuan keuangan pribadi Pasangan 
Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta 
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 
yang mengusulkan Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (6) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran 
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 21 ayat (7) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 
Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (8) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

3. Penyampaian 
Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten 
dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang 
diunggah melalui Sikadeka; 

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan KPU Nomor 14 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota dan 
Wakil Walikota 

Patuh 

b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa 
Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal 31 ayat (2) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui 
Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan 
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu 
setempat. 

Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) 
Peraturan KPU Nomor 14 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota dan 
Wakil Walikota 

Patuh 

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 
atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 
(LADK); 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 
DANA KAMPANYE; 

 Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

  5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 
AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 
(LADK); 

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 
Kampanye; 

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 
Swasta; dan 

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 
pengeluaran. 

 
b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau 
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK 
perbaikan yang terdiri atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 
(LADK) PERBAIKAN; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 
DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 
AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 
(LADK); 

7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 
Kampanye; 

8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 
Swasta; dan 

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 
pengeluaran. 

  

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 
Kabupaten yang memuat informasi: 

 
a. RKDK 

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; 

c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; 

d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan 
Calon; 

f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; 
dan 

g. Surat pernyataan penyumbang. 

Pasal 28 ayat (2) Peraturan 
KPU Nomor 14 

 
tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur,Bupati dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota 
dan Wakil Walikota 

Patuh 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan 
yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan 
LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 
penyampaian LPSDK. 

Pasal 28 ayat (3) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 
keuangan pribadi Pasangan 
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta 
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 
yang mengusulkan Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (6) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran 
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 21 ayat (7) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 
Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (8) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

3. Penyampaian 
Laporan 

a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten 
dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang 
diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling 
lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan KPU Nomor 14 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota dan 
Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

  b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 
LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui 
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan 
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu 
setempat. 

Pasal 32 ayat (4) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 
atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 
JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 
Kampanye; 

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 
Swasta dan lampiran; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 
pengeluaran 

b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 
KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau 
memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK 
perbaikan yang terdiri atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) 
PERBAIKAN; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 
JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) 
PERBAIKAN; 

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 
Kampanye; 

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 
Swasta dan lampiran; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 
pengeluaran. 

 Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 
perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil 
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan 
Kampanye apabila diterima sebelum periode 
pembukuan; 

d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon 
termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan 
Calon; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 
dan 

Pasal 30 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota dan 
Wakil Walikota 

Patuh 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah 
penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat 
masa Kampanye berakhir. 

Pasal 30 ayat (3) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 
keuangan pribadi Pasangan 
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta 
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 
yang mengusulkan Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (6) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran 
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 21 ayat (7) Peraturan 
KPU Nomor …tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 
Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (8) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

3. Penyampaian 
Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten 
dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang 
diunggah melalui Sikadeka. 

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan KPU Nomor 14 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota dan 
Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

  b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari 
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 
waktu setempat. 

Pasal 33 ayat (2) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

  c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 
LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui 
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima 
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan 
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu 
setempat. 

Pasal 33 ayat (5) Peraturan 
KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 
atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 
DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA 
KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA 
KAMPANYE (LPPDK); 

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 
Swasta dan lampiran; dan 

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 
Kampanye; 

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang 
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon 
bersangkutan telah ditutup; dan 

13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 
pengeluaran. 

b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 
KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau 
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK 
perbaikan yang terdiri atas: 

 Patuh 
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UNSUR KEPATUHAN 
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TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) 
PERBAIKAN; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 
SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 
DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA 
KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA 
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 
Swasta dan lampiran; dan 

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 
Kampanye; 

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang 
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon 
bersangkutan telah ditutup; dan 

13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 
pengeluaran. 

  

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana 
Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: 

a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai 
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus 
untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik) 

 
b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau 

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi 
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum 
swasta. 

Pasal 6 ayat (2) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

2. Pembatasan/ 
Kesesuaian 
Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 
sumbangan sebagai berikut: 

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan KPU Nomor 14 
tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota dan 
Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 
TIDAK 
PATUH 

1 2 3 4 5 

  a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain 
perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh 
puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta 
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh 
juta rupiah) selama masa Kampanye. 

  

3. Sumbangan yang 
Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 
KPU Kabupaten; dan 

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling 
lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye 
berakhir. 

Pasal 73 Peraturan KPU 
Nomor 14 tentang Dana 
Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

4. Pengeluaran 
Dana Kampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 
berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 
barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 
hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian 
barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab 
Pasangan Calon yang bersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai 
saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan 
penghitungan suara. 

 Patuh 

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 
TUBAN, 24 November 2024 

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI 
 

 
Cap 

( RIYADI , S.H., M.KP.) ( WAFI ABDUL ROSYID ) 



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 

 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN 

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

RIYADI , S.H., M.KP. - WAFI ABDUL ROSYID 
 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024 
 
 

 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 
pembukuan 

1.000.000 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Pasangan Calon 0 319.345.600 0 

2. Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik 

0 0 0 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum 
Swasta 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 319.345.600 0 
     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 0 0 0 
 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0 
     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 0 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 
HASIL PEMBELIAN 

0 0 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 1.000.000 319.345.600 0 
     

B Pengeluaran sebelum periode 
pembukuan 

0 0 0 



 
NOMOR 

 
AKTIVITAS 

BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 0 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 0 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 
Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada 
Umum 

0 73.900.000 0 

7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 0 245.445.600 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 
Larangan Kampanye dan Peraturan 
Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 50.000 0 0 
 b. Pembelian Aset 0 0 0 
 c. Pembelian Peralatan 0 0 0 
 d. Pembelian Perlengkapan Kantor 0 0 0 
 e. Pembayaran Utang Pembelian 

Barang 
0 0 0 

 f. Pengeluaran Lain 0 0 0 

     

 TOTAL PENGELUARAN 50.000 319.345.600 0 
     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 
     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 
Kampanye 

950.000 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 0  

 
TUBAN, 24 November 2024 

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI 
 
 

Cap 

( RIYADI , S.H., M.KP.)  ( WAFI ABDUL ROSYID ) 


